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TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAI{ RAHMAT TI'IIAN YAITG MAIIA ESA
GUBERIYT'R ITUSA TEI{GGARA TIMI'R'

Menlmbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah ke dua
kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah

ditetapkan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Frovinsi
Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya' ketentuan
mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit ke{a di
bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 6 Tahun 2Ol9 telah ditetapkan Kedudukan,
Susunan Organisasi, T\.rgas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

d. bahwa sesuai evaluasi terbatas terhadap struktur dan
uraian tugas pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa
Tenggara Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, perlu dilakukan penataan kembali
kelembagaan sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana
dimaksud pada huruf c, perlu ditinjau kembali;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Ke{a
Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Provinsi Nusa Tenggara Timur; 19



Menglngat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
16a91;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2O2l
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur (l,embaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2O2l Nomor 002, Tambahan
bmbaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
0117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATIIRAII GITBERIYITR TEI{TANG KEDIIDITXAN'
SUST'NAIT ORGAITISASI, TUGAS DAIT FTTNGSI SERTA TATA
I{ER.'A I'II{AS KESEIIATAI{, KTPEI|DUDI'ITA^IT DAI|
PEI|CATATA,IS SPIL PROVIISI IIUSA TEI{(X}ARA TIMI'R.

BAB I
IIEf,EI|TUAI| T'UIIM

Paral 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur

2.

J.

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 4l
pembantu Gubernur dalam



Dinas Kesehatan, Kependudukan dan pencatatan Sipil yang selanjutnyadisebut Dinas adalah oinasx.s.tratatr, rli""oua.,kan dan pencatatanSipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan danPencatatan Sipil provinsi wusa Tenggara Til;;.Tata Kerja adalah .*^cI11T ne1"nTa"- 

""rri',"."r.".rn 
secara sistematrs,tahap demi tahap sebagai pedoman peliLsanaan kerja yang harusditempuh dalam ranska p.rry"L"ri"r, 

""tilp p.^.r:"".,Kelompok Jabatan -Fungsional 
adalah f.lairarrf.* yang menu4iukkantugas, tanggungiawab, wewenang dan hak seor€rng pegawai negeri sipitdalam satuan organisasi y"rg p""tJ**rrL- arg"".rya didasarkan pada

]<gattian dan/atau keterampilan tert.rrtu seJa bersifat mandiri.Unit Pelaksana Teknis_Daerah yrrt 
";hrj;;ya disingkat UpTD adalahUnit Pelaksana Teknis Daerah n rii"iii""]" i"nggara Timur.

BAA II
I{TDUDUXAJT

Paral 2
Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidangkesehatan, urusan oemerintahan uialg 

-pJg"ndalian 
penduduk dankeluarga berencana serta urusan p.-iri'.rt"rr"n bidang administrasikependudukan dan pencatatan sipif yang men;adi kewenangan Daerah.

Dinas dipimpin oleh K".p{" Dinas yang berkedudukan di bawah danbertanggung jawab kepada Gubernur meiif"l S"m.t".is Daerah.

BAB III
SUSUITAil ORGAIVISASI

Pacal O

Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (l), terdiri atas :a. sekretariat, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagiani
l. ""P lagran program, data dan evaliasi;2. sub bagran keuangan; dan
3. sub bagian kepegawaian dan umum.

b. bidang, sebanyak S (lima) bidang terdiri atas :

1. bidang kesehatan masyarakat;

?. !iq""g pencegahan dan pengendalian penyakit;
3. bidang pelayanan kesehatan;
4. bidang sumber daya manusia kesehatanl dan5. bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
d. UPTD.

(21 Bidang kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b angka 1, terdiri atas :

a. seksi kesehatan keluarga, gizi dan keluarga berencana;
b. seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan
c. seksi kesehatan lingkungan, kesehatan ke4'a dan oLahraga. Q

6.

7.

8.

9.

10.

(1)

(2)

(1)



(3) Bida'ng pencegahan dan- pengendalian penyakit sebagaimana dimaksudpada ayat (l) huruf b angka 2, terdiri atas :a. seksi surveilens dan imunisasi:
b. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular; danc. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular sertakesehatan jiwa.

(4) Bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hurufb angka 3, terdiri atas :

1. seksi pelayanan kesehatan primer dan tradisional;b. seksi pelayanan kesehatan rujukan; danc. seksi kefarmasian dan alat kesehatan.
(5) Bidang sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b angka 4, terdiri atas:

a. seksi perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusmkesehatan I

b. seksi pengembangan sumber daya manusia kesehatan; danc' seksi legaritas tenaga kesehatan dan institusi diklat sumber dayamanusia kesehatan.
(6) Bidang kependudukanjan gglcatatan sip' sebagaimana dimaksud padaayat (l) hurufb angka 5, terdiri atas:

3. seksi fasilitasi pendaftaran penduduk;
b. seksi fasilitasi pencatata.n sipil; danc. seksi pengelolaan informasi administrasi kependudukan danpemanfaatan data.

(7) se.kretariat sebagaimana- dimaksud pada ayat (r) huruf a, dipimpin olehsekretaris yang berkedudukan di bawah dan Uerta"ggud:"i"ii"p"a"
Kepala Dinas.

(8) Bidang sebagaimana 
.dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh

J<epala bidang yang berkedudukan di tawah aa" U"rtarrggu;-; iawabkepada Kepala Dinas.
(9) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka r sampaidengan angka 3, dipimpin oleh kepala 

"rrU 
U.gi"" y.rrg UJrf..J,,a.,t"r,

di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(10) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5),

dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan di bawah aan bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Paral 4
(1) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasar 3

ayat (1) adalah sebagaimana tercantum datam Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

(21 Ketentuan mengenai uraian tugas masing-masing jabatan pada Dinas
ssfagaiman4 dimaksud pada ayat (l), diatur dengan peraturan Gubemur. fg



BAB TV

TUGAS DA.IT FT'NGSI

Pasel 5

(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas
membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang
kesehatan, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah
dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
menyelenggarakan fungsi :

a. pemmusan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana serta administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana serta administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana serta administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

BAA V
JABATAN FTII|GSIOI{AL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melalsanakan sebagian
tugas Dinas sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

(l) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(21 Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Gubernur atas
usul Kepala Dinas.

(3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban keq'a yang diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un dangan. It



(1)

(21

(3)

BAB VI
T'PTD

Paral 8

Pada Dinas dapat dibentuk UPTD tertentu untuk melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai
wilayah keda mencakup satu atau beberapa kabupaten/kota.

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagtan dari Dinas
yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan
organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur dengan peraturan Gubernur.

BAB VII
TATA IIER.'A

Pa:al 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan
sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-
masing.

Paral 1O

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam
melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban
memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan
dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam
lingkungan ke{anya.

Panl 11

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila teg'adi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1)

(21

(1)

BAB VIII
JABATAII DAN XTPEGAWAIAIT

Pacal 12

Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi
struktural eselon II.a.

(21 Sekretaris dan kepala bidang pada Dinas
administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

pratama atau jabatan

merupakan jabatan

(3) Kepala sub bagian dan kepala seksi pada Dinas merupakan jabatan
pengawas atau jabatan strulctural eselon lY .a. 4!c



BAB f,X
PEIVGAITGKATA.IT DAI{ PEMBERIIEI|TIAN

Paral 13
(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai denganketentuan peraturan perundang_undangan.
(21 Sekretaris, kepala hidang, kepala seksi, kepala sub bo gran pada Dinasdiangkat dan diberhentikan oleh Gubemur sesuai dengan ketentuanperaturan perundang_undangan.

BA'B X
XEIENTUAN PERALIHAN

pasal 14
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetapmelaksanakan tugasny,a 

, 
sampai dengan ditetapkan- pejabat "y"rrg 

U.r,,berdasarkan Peraturan Gubemur ini.

BAB XI
K TENTUAIT PENUTUP

paral lS
Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berraku, maka peraturan GubernurNusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2o1g tentang Kedudukan, susunanorganisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kery'a Dinas Kesehatan provinsi
fy-sg Tenssara Timur (Berita Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun2019 Nomor 06), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya daram Berita Daerah Lovinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

[,vxron BUI{GTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
padatanggal l9 lANuDnt 2O2l

SEKRETARIS DAERAH 
^

{fnnounst NUS+{rENGGARA TTMUR, L

\spIvpor POLO MAING

I 
padatangsal lq JeNUqB-l

, GUBERNUR NUSA TENGGAR

rY JfiNUqB-l 2o2t I
NUSA TENGGARA TIMUY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 202 1 NOMOR OO3



LAMPIRAN : PERA'IURAN GUBERNUR NUSA TENCGARA TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 2O2I
TANGGAL ' l9 JANUnEI 10zl

I BAGAN STRUKTI'R ORG.{NISASI
DINAS KESEIIATAN, KEPENDTIDI'KAN DAN

PENCATATAN SIPIL PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMURKEPALA

BIDANG
PEI-AYANAN
KESEFIATAN

BIDANG
SUMBER DAYA MANUSI.A

KESEIiATAN

BIDANC
PENCEGA}IAN DAN

PENGENDAITAN
PE}IYAKIT

BIDANG
KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

BTDANG
KESEHATAN

MASYARAKAT

SEKSI
PEI^AYANAN KESEHATAN

PRIMER DAN
TRADISIONAL

SEKSI
PERENCANAAN DAN
PENDAYAGUNAAN

SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN

SEKSI
SURVEILENS DAN

IMUNISASI

SEKSI
FASILITASI

PENDAFTARAN
PENDUDUK

SEKSI
KESEIIATAN KELUARGA,

GIZI DAN KELUARGA
BERENCANA

SEKSI
PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA
KESE}IATAN

SEKSI
PROMOSI DAN

PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

SEKSI
PELAYANAN
KESE}IATAN

RUJUKAN

SEKSI
FASILITASI

PENCATATAN
SIPIL

SEKSI
PENCECAHAN DAN

PENGENDALIAN PENYAKIT
MENUT-A.R

SEKSI LEGALITAS
TENAGA KESE}IATAN

DAN INSTITUSI DIKI.AT
SUMBER DAYA MANUSIA

KESEHATAN

SEKSI
KEFARMASIAN DAN
ALAT KESEHATAN

SEKSI
PENGELOI.AAN

INFORMASI ADMIMSTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA

SEKSI
KESEHATAN

LINGKUNGAN,
KESEHATAN KEzuA DAN

OI,AH RAGA

SEKSI
PENCEGAHAN DAN

PENGENDALIAN PENYAKIT
TIDAK MENUI-AR SERTA

KESEHATAN JIWA

GUBERNUR NUSA TIMU

n\
b/ VIKTOR BUNGTILU AISKODAT


